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Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan 

Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir 

Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir 

Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Keputusan di 

Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676); 

2.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4.  Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113); 

5.  Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir 

Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 

Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035); 

6.  Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 891); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN 

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan 

pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi BATAN. 

2. Unit Kerja Pengusul yang selanjutnya disingkat UKP 

adalah unit Eselon II yang mengajukan usulan 

penyusunan Rancangan Keputusan. 
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3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 2 

(1) Keputusan dinyatakan sah dan mengikat jika memenuhi 

syarat sahnya keputusan. 

(2) Syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a.  ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 

b.  dibuat sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Badan ini; dan 

c.  substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. 

(3)   Sahnya  Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  

(2)  didasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan 

yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar 

penetapan Keputusan. 

(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan 

penjelasan terperinci. 

 

BAB II  

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN  

 

Pasal 4 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan terdiri 

atas: 

a. Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 

b. pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang dalam pengadaan barang dan jasa, 
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pengelolaan barang milik negara dan anggaran dan 

belanja negara.  

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Pimpinan Tinggi Utama; 

b. Pimpinan Tinggi Madya; dan  

c. Pimpinan Tinggi Pratama. 

 

Pasal 5 

(1) Pimpinan Tinggi Utama menetapkan Keputusan terkait 

dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan pegawai 

antar unit eselon I dan/atau instansi. 

(2) Pimpinan Tinggi Madya menetapkan Keputusan terkait 

dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan pegawai 

dalam lingkup 1 (satu) unit eselon I.  

(3) Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan Keputusan terkait 

dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan pegawai 

dalam unit kerja yang bersangkutan.  

 

Pasal 6 

(1) Pimpinan Tinggi Utama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat memberikan kuasa kepada 

PyB untuk menandatangani Keputusan di bidang 

kepegawaian. 

(2) PyB dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Tinggi 

Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya 

manusia untuk menandatangani Keputusan di bidang 

kepegawaian. 

 

Pasal 7 

Pelaksana tugas atau pelaksana harian Pimpinan Tinggi 

dapat menandatangani Keputusan, kecuali yang berdampak 

pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, 

kepegawaian, dan alokasi anggaran. 

 

 

 


